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Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan 
kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas 
kinerja setiap instansi pemerintah, perlu 

menetapakan Indikator Kinerja Utama (IKU) di 
lingkungan masing masing 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur  Negara  Nomor  :  PER/9/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha 
Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut di atas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan 
dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 



Pembangunan Nasional Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 

Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5363); 

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5512); 

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 
Negara Repiblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5941);  

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6123); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 

Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan 
Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 215); 

20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional; 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi 
Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 



Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1540); 

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114)  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah;  

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 87); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);  

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2019 Nomor 8); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 
15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
2016 Nomor 15); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 



Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016  tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2019 Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 
24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);  

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 
31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 
31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
2019 Nomor 10); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 
Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2017 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 

Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2017 Nomor 6); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 

Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Tahun 2018 – 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2018 Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 
Tahun 2020  Tentang Penyelenggaraan Metrologi 

Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2020 Nomor 3); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
2021 Nomor 4); 

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 



Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 

43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2017 Nomor 53); 

44. Keputusan  Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.501-
Diskopdagin/2022 Tentang Perubahan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 
Menengah Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. 

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata 
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, 
Perdagangan, Dan Perindustrian (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 83). 

   

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

(IKU) DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN 

PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026 

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan 

Dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2021-

2026 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini. 

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana 

tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan 

acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan 

Perindustrian Kabupaten Pangandaran, untuk   

menetapkan  rencana   kinerja   tahunan, menyampaikan   

rencana   kinerja   dan   anggaran, menyusun  dokumen  

penetapan  kinerja,  menyusun laporan akuntabilitas 

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja 

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan 

Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2021-

2026. 



KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana 

dimaksud pada diktum  KESATU,  disusun  dengan  

mengacu  kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan 

Perindustrian Kabupaten Pangandaran. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan 

dan perbaikan sebagaimana mestinya 

   

Ditetapkan  : di Parigi 

Pada tanggal : 07 Oktober 2022 
 

a.n BUPATI PANGANDARAN 
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL 

DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN 
KABUPATEN PANGANDARAN, 

 
 
 

 
TEDI GARNIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL 

DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN 
PANGANDARAN 

NOMOR  : 050/ Kpts. 502-Diskopdagin/2022 

TANGGAL : 07 Oktober 2022 

 

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2021-2026 

 

1 Nama Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian 

2 Visi Kabupaten : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa 

3 Misi Kabupaten ke : 4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal 
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel 

 

 
Indikator Kinerja Utama 

 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
SATUAN PENJELASAN/FORMULASI 

SUMBER 
DATA 

Kondisi 
Awal 

TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MISI 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal         

1. Meningkatkan 
Kapasitas Usaha 

Koperasi 

Persentase Koperasi 
Yang Meningkat 

Kualitasnya 

% 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑛𝑦𝑎

𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
 𝑥 100% 

Diskopdagin 
42.68% 43.90% 45.12% 46.34% 47.56% 48.78% 50% 

2. Pengembangan Iklim 
Usaha Yang 

Kondusif Bagi 
UMKM 

Persentase 
Pertumbuhan Usaha 

Mikro 
% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)
 𝑥 100% 

Diskopdagin 

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

3. Meningkatnya Nilai 
PDRB Sektor 

Perdagangan  

Presentase 
Peningkatan Nilai 

PDRB Sektor 
Perdagangan 

% 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)
 𝑥 100% Diskopdagin -1,66% 5,54% 5,55% 5,59% 5,63% 5,65% 5,96% 

4. Meningkatnya Nilai 

PDRB Sektor 
Perindustrian 

Presentase 

Peningkatan Nilai 
PDRB Sektor Industri 

% 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)
 𝑥 100% Diskopdagin 1,52% 5,81% 5,96% 6,19% 6,29% 6,49% 6,77% 



No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
SATUAN PENJELASAN/FORMULASI 

SUMBER 
DATA 

Kondisi 
Awal 

TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel         

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja Koperasi 
Usaha Kecil Dan 
Menengah 
Perdagangan Dan 

Perindustrian 

Nilai LHE AKIP Dinas 
Koperasi Usaha Kecil 
dan Menengah 

Perdagangan dan 
Perindustrian 

Nilai  Inspektorat 90,05  67,00  69,00 71,00  75,00  77,00  82,00  

 
a.n BUPATI PANGANDARAN 

KEPALA DINAS KOPERASI UKM 
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

 KABUPATEN PANGANDARAN, 
 
 

 
 

 
TEDI GARNIDA 

 


